
 

 

 

 

BUPATI DHARMASRAYA 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA 

NOMOR 15 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

PELAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BERBASIS ELEKTRONIK 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DHARMASRAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya 

serta sebagai pedoman dalam pelaporan realisasi fisik dan 

keuangan satuan kerja perangkat daerah, maka perlu 

mengatur pelaporan realisasi fisik dan keuangan dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Berbasis Elektronik 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan 

Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4348); 

 

SALINAN 
 

 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4405); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repiblik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN REALISASI FISIK 

DAN KEUANGAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Umum 

    

 Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Dharmasraya; 

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Dharmasraya; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan 

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur 

pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

APBD; 

 



8. Realisasi Fisik dan Keuangan yang selanjutnya disebut RFK 

adalah Pelaksaanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

segala aktivitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan 

dimasa mendatang sesuai dengan alokasi dananya; 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; 

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik 

yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi 

dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa; 

11. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran 

selanjutnya disingkat TEPRA adalah tim yang dibentuk 

untuk memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan 

laporan berkala realisasi anggaran dan program di tingkat 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan di tingkat 

Perangkat Daerah; 

12. Pejabat Penghubung Kabupaten Dharmasraya adalah 

pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab melakukan 

pelaporan dan koordinasi TEPRA Kabupaten Dharmasraya 

dengan TEPRA Pusat; 

13. Laporan realisasi anggaran merupakan media 

pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai 

realisasi keuangan dan fisik dari Perangkat Daerah; 

14. Periode pelaporan bulanan berjalan adalah waktu 

penyampaian laporan setiap bulan berjalan yang 

disampaikan pada bulan berikutnya. 

 

 

 

 

 



Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman atau acuan dalam pelaporan realisasi fisik dan 

keuangan Perangkat Daerah. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan 

efektifitas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. Tata cara Penyampaian Laporan RFK; dan 

b. Format laporan RFK. 

 

BAB II 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

Pasal 4 

(1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan 

RFK setiap bulannya kepada Bupati melalui Bagian 

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan/atau 

melalui unit kerja yang ditunjuk. 

(2) Laporan RFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan 

yang bersangkutan berakhir, dengan memuat cakupan, 

sebagai berikut : 

a. Laporan realisasi fisik meliputi : 

1) Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, dan 

2) Daftar Paket Lelang, Pantau Lelang, dan Hasil Lelang 

Kegiatan Strategis. 

b. Laporan realisasi keuangan,  meliputi : 

1) Rincian Kegiatan; 

2) Rincian Pagu Anggaran berdasarkan sumber dana dan 

alokasi kegiatan APBD; 



3) Aktifitas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran. 

(3) Untuk kelancaran penyusunan laporan RFK sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dibantu 

oleh TEPRA Perangkat Daerah yang dibentuk pada masing-

masing  Perangkat Daerah. 

 

Pasal 5 

(1) Berdasarkan laporan RFK sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1), Sekretaris Daerah menyusun laporan 

bulanan Pemerintah Daerah dengan menggunakan laporan 

bulanan yang disampaikan oleh seluruh Kepala Perangkat 

Daerah. 

(2) Untuk kelancaran dalam penyusunan rekap laporan 

bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris 

Daerah dibantu oleh TEPRA Daerah. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah 

bulan yang bersangkutan berakhir. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan 

oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk kepada TEPRA 

Tingkat Pusat melalui aplikasi monevonline paling lambat 15 

(lima belas) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan 

berakhir. 

 

BAB III 

FORMAT LAPORAN 

Pasal 6 

(1) Laporan RFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi E-Monev ke 

website : http://e-monev.dharmasrayakab.go.id. 

(2) Format Laporan RFK dan tata cara mengakses aplikasi E-

Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

http://e-monev.dharmasrayakab.go.id/


BAB IV 

PENGENDALIAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 7 

(1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan APBD melalui 

pelaporan RFK. 

(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas 

pelaksanaan APBD yang dilaporkan pada RFK. 

 

Bagian Kedua 

Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan RFK 

Pasal 8 

(1) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah melakukan 

pemantauan pelaksanaan RFK. 

(2) Pemantauan pelaksanaan RFK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan belanja 

sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap 

perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi 

pencapaian target fisik, dan kendala yang dihadapi. 

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2) dan ayat (3), secara berjenjang disampaikan dalam 

bentuk laporan bulanan. 

 

 

Pasal 9 

Pengawasan pelaksanaan RFK dilakukan oleh instansi yang 

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya. 

 

Ditetapkan di Pulau Punjung 

pada tanggal 3 Mei 2019 

 

BUPATI DHARMASRAYA, 

 

dto 

 

SUTAN RISKA 

 

Diundangkan di Pulau Punjung 

pada tanggal 3 Mei 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN DHARMASRAYA 

 

 

ADLISMAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 16 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

IRWAN, SH, MH 
Penata Tk.I 

NIP. 19770331 022701 1 010 



 



 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA 

 NOMOR  : 15   TAHUN 2019 

 TANGGAL : 3 Mei 2019 

 TENTANG : Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan 

Berbasis Elektronik Di Lingkungan 

Kabupaten Dharmasraya  

MANUAL ADMIN E-MONEV  

KABUPATEN DHARMASRAYA 

 

ADMIN 

Untuk mengelola input data e-monev ada tiga jenis admin yang masing-masing mempunyai hak 

akses berbeda. Tiga jenis admin terdiri dari: 

1. Super Admin 

mempunyai hak akses penuh 

2. Admin 

mempunyai hak akses selain pengelollan user, log dan aktivitas 

3. Operator 

hanya bisa entri rfk dan update profilnya 

LOGIN ADMIN 

 url login 

http://e-monev.dharmasrayakab.go.id/admino 

 
 menu super admin 

 

http://e-monev.dharmasrayakab.go.id/admino


 menu admin 

 
 menu operator 

 

ENTRI RFK 

 Format file excel 

 

 
 Upload RFK 

klik menu IMPORT 



 

klik choose file dan pilih file excel RFK 

 

klik tombol IMPORT FILE RFK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Notifikasi 

setelah file dibaca sistem maka akan muncul notifikasi/pemberitahuan hasil baca. nanti kita 

cocokkan apakah hasil pembacaan sistem benar. jika benar maka kita simpan jika salah kita 

perbaiki dulu. 

 

setiap baris berisi 1 kegiatan, jika berbeda maka pembacaan tidak akan cocok. perbaiki dan 

periksa file excel, apakah ada sub kegiatan atau salah penamaan nomor kegiatan 

 

 

cek nama OPD, BULAN dan TAHUN apakah cocok dengan pembacaan sistem, jika tidak pilih 

yang benar. 



 

jika masih ada kesalahan tombol simpan tidak akan muncul 

 
 

hasil upload file excel RFK yang benar 

 

notifikasi jika file cocok 

 

tombol SIMPAN akan muncul 

 



jika file RFK sudah ada di database akan muncul notifikasi 

 
 

 

jika file RFK belum pernah di upload 

 

 
 

RFK 

 realisasi 

klik menu RFK dan pilih submenu REALISASI 

 



tampilan realisasi rfk, silahkan pilih OPD, BULAN dan TAHUN lalu klik tombol TAMPILKAN 

 
 kas 

klik menu RFK dan pilih submenu KAS 

 

tampilan kas  rfk, silahkan pilih OPD dan TAHUN lalu klik tombol TAMPILKAN 

 

 

 



 fisik 

klik menu RFK dan pilih submenu FISIK 

 

tampilan fisik rfk, silahkan pilih OPD dan TAHUN lalu klik tombol TAMPILKAN 

 
 

 status lapor 

klik menu RFK dan pilih submenu STATUS LAPOR untuk melihat OPD yang sudah 

melaporkan/entri RFK nya 

 

 

 



 tanda berarti OPD belum melaporkan/entri RFK nya. tanda artinya OPD sudah 

melaporkan RFKnya 

 
 

 

 hapus RFK 

hanya super admin yang bisa menghapus data RFK untuk mencegah operator salah hapus 

data. 

untuk menghapus data RFK klik menu RFK, pilih submenu HAPUS RFK 

 
 

 

 

 

 



 

 pilih OPD, BULAN dan TAHUN yang akan dihapus. klik tombol HAPUS RFK 

 

akan muncul notifikasi memastikan file yang dipilih akan dihapus 

 

jika sudah benar dan yakin silahkan klik tombol HAPUS RFK 

USER 

 tambah user 

untuk menambah user baru klik menu USER 

 

klik tombol TAMBAH USE BARU 

 



 

masukkan data user dan klik tombol SIMPAN USER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 edit user 

klik user yang akan di edit 

 

 
maka akan muncul form data user yang di pilih, silahkan edit dan klik tombol UPDATE USER 

 

 



PROFILE 

 edit profile 

untuk edit profile klik nama di kanan atas dan klik PROFIL SAYA 

 
edit profile dan klik tombol UPDATE PROFILE 

 

 

 

 

 



 logout 

jika sudah selesai mengelola admin silahkan klik LOGOUT 

 
 

 

 

BUPATI DHARMASRAYA 

 
 

                            dto 

 
 

 SUTAN RISKA 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
    KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

 
           IRWAN, SH, MH 
              Penata Tk.I 

NIP. 19770331 200701 1 010 
 


